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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan dari hasil

penelitian yang telah di laksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah

secara litigasi dilakukan di Pengadilan Agama ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49. Namun

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 55,

disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi

boleh dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dari adanya

dua ketentuan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan, maka diajukan

permohonan pengujian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008. Hasil uji materi kemudian dituangkan dalam Putusan MK Nomor

93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan

dengan UUD Republik Indonesia 1945 dan penjelasan Pasal tersebut

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Hal itu menjadikan

Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Institusi yang berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi.

2. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengenai penghapusan hak

opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat setuju dengan

dihapusnya hak opsi karena dapat menguatkan kewenangan absolut
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Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara

litigasi di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk itu hakim

Pengadilan Agama dituntut mengikuti tes sertifikasi ekonomi syariah, dan

mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA diharapkan meningkatkan kemampuan

disegala hal, tak terkecuali di bidang ekonomi syariah. Hakim Pengadilan

Agama Kelas IA dapat meningkatkan keilmuannya melalui berbagai

pelatihan ekonomi syariah dan mengikuti tes sertifikasi hakim ekonomi

syariah, mengingat pelimpahan wewenang penyelesaian perbankan syariah

saat ini diberikan kepada Pengadilan Agama.

2. Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima perkara sengketa perbankan

syariah, mengingat wewenang penyelesaian sengketa syariah telah diberikan

kepada PA setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

3. Untuk pihak perbankan harus merespon putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut secepat mungkin. Dalam hal perjanjian kesepakatan penyelesaian

sengketa didalam akad haruslah tertulis secara jelas dan benar-benar atas

kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan permasalahan bila

nantinya terjadi sengketa.
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